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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 54 TAHUN  2021 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  

NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK,  

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka beberapa 

ketentuan dalam dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan tidak 

sesuai lagi sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan;  

Mengingat  :    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 118); 

8.  Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52  

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2021 Nomor 52); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 21 TAHUN 

2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN 

RUMAH POTONG HEWAN.  

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 

21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek  Tahun 2018 Nomor 21) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang 

selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

5. Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah 

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. 

6. Kepala Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten 

Trenggalek. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan Ternak 

dan Rumah Pemotongan Hewan Dinas Peternakan 

Kabupaten Trenggalek. 

8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut 

RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan 

dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan 

sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi 

masyarakat umum. 

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan Ternak 

dan Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut 

Kepala adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan 

Ternak dan Rumah Pemotongan Hewan Dinas 

Peternakan Kabupaten Trenggalek. 

10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan Ternak dan 

Rumah Pemotongan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten 

Trenggalek. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan 

fungsional Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembibitan 

Ternak dan Rumah Pemotongan Hewan. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

    Ditetapkan   di Trenggalek 

    pada tanggal 1 November 2021            

      BUPATI TRENGGALEK, 

                                                                                 TTD 

   MOCHAMAD NUR ARIFIN 

  Diundangkan di Trenggalek 

  pada tanggal 1 November 2021                      

  Pj.SEKRETARIS DAERAH  

  KABUPATEN TRENGGALEK, 

                  TTD 

          ANIK SUWARNI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 54 

 


